
BUPATITUBAN 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 17 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TUBAN, 

Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, telah 

ditetapkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2014 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengeluaran 

tidak dapat dibebankan pada Anggran Belanja jika untuk 

pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam 

APBD; 

c. bahwa sesuai Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 

414.l/10869/206/2014 dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 

903/ 13034/202/2014 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja 

Bantuan Keuangan Khusus Kepa~a Kabupaten/ Kota pada APBD 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, terdapat perubahan 

pagu anggaran sehingga perlu disesuaikan; 
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d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa 

"Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2015 dan 

bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2016 dilaksanakan 

pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember Tahun 

2015"; 

e. bahwa sesuai ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Maret 

2015 Nomor 900/ 1196/SJ perihal Pendanaan Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 pada Angka 1 

menyatakan 

Bupati dan 

bahwa "Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, 

Walikota yang dilaksanakan pada Tahun 2015 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai 

peraturan perundang-undangan"; 

f. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat ( 1) Peraturan Presiden N omor 

36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2015, terdapat perubahan rincian Anggaran 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sehingga perlu disesuaikan; 

g. bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.98/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan 

Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2015, 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 162 Tahun 

2014 ten tang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 

Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk 

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 

Anggaran 2015, peruntukannya mengalami perubahan sehingga 

perlu disesuaikan; 

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g 

diatas, maka perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati 

Tuban Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan 

menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati; 



Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi clan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5219); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5161); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

25. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan 

Tenaga Kependidikan; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011; 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 ten tang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2010; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 ten tang 

Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2011 Seri C Nomor 1); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2011 Seri 

B Nomor 1); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 06 Tahun 2011 ten tang 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tu ban Tahun 2011 Seri C Nomor 2); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 07 Tahun 2011 ten tang 

Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 

2011 Seri C Nomor 3); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2011 Seri C Nomor 4); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 09 Tahun 2011 ten tang 

Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2011 Seri C Nomor 5); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6); 



- 7-

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 11 Tahun 2011 ten tang 

Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri A Nomor 02); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang 

Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2012 Seri C Nomor 1); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 

Seri C Nomor 2); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 

2012 Seri C Nomor 3); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri B Nomor 01); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 5); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 6); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 7); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2012 Seri C Nomor 8); 
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49. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban N omor 17 Tahun 2013 ten tang 

Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban 

Tahun 2013 Seri A Nomor 08); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 09 Tahun 2014 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

51. Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI TUBAN NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2015 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 51 Tahun 

2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015 diadakan perubahan sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 

pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015 semula sebesar Rp.1.935.787.482.587,38 

bertambah sebesar Rp. 106.997.245.094,00 sehingga menjadi 

Rp.2.042.784.727.681,38 dengan rincian sebagai berikut 

1. Pendapatan : 

a. Semula 

b. Bertambah 

Jumlah Pendapatan setelah 

Perubahan 

2.Belanja: 

a. Semula 

b. Bertambah 

Jumlah Belanja setelah 

Perubahan 

(Defisit) 

Rp. 1.797.891.331.778,66 

Ro. 70.611.984.122.00 

Rp. l.868.503.315.900,66 

Rp. l.935.787.482.587,38 

Ro. 106.997.245.094,00 

Rp. 2.042.784.727.681,38 

(Rp. 174.281.411.780,72) 



3. Pembiayaan: 

a. Penerimaan 

1) Semula 

2) Bertambah 
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Jumlah Penerimaan setelah 

Perubahan 

b. Pengeluaran 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Pengeluaran setelah 

Perubahan 

Jumlah Pembiayaan Neto 

Setelah Perubahan 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berkenaan 

setelah Perubahan 

Rp. 141.131.150.808,72 

Rp. 36.385.260.972.00 

Rp. 177.516.411.780,72 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

3.235.000.000,00 

0.00 

3.235.000.000,00 

Rp. 174.281.411.780,72 

Rp. 0,00 

2. Ketentuan dalam lampiran I Peraturan Bupati Tuban Nomor 

51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan dalam lampiran II Peraturan Bupati Tuban Nomor 

51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Bagian Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas 

Perekonomian dan Pariwisata, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat 

Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Keluarga 

Berencana dan Dinas Pertanian diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. 

4. Ketentuan dalam lampiran III Peraturan Bupati Tuban Nomor 

51 Tahun 2014 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tuban. 

Diundangkan di Toban 

pada tanggal 24 .April 2015 

Pit. SEKRETARIS DAERAH, 

B6ANA 

Ditetapkan di Tuban 

pada tanggal 24 April 2015 

UBAN/i 
.... 

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI A NOMOR 1 


